BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TAJDID AL-NIKAH

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan 7ajdid al-Nikah Di KUA Kecamatan Nganjuk

Setelah paparan tentang teori pada bab 2 dan juga penjelasan tentang

kasus tajdid al-nikah di KUA Kecamatan Nganjuk pada bab 3. Maka bab 4 ini

akan memaparkan kasus tajdid al-nikah di KUA Kecamatan Nganjuk ditinjau

menggunakan perspektif hukum Islam.

Sebagaimana dipaparkan pada bab 2 pengertian zajdid al-nikah adalah

memperbaharui akad nikah atau akad yang kedua kalinya, karena ingin

mendapatkan akta nikah dan mendapatkan pengakuan secara hukum atas

pernikahannya tersebut.

Adapun pelaksanaan tajdid al-nikah di KUA Kecamatan Nganjuk,

seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1.

Pasangan suami istri mengatakan kepada pihak Moden yang ada di
Kelurahan Kartoharjo, tentang keinginannya untuk menikah seusai dengan
hukum yang ada pada pemerintahan. Suami istri tersebut mengatakan
kepada Moden Kelurahan Kartoharjo bahwasanya keduanya telah melakukan
nikah secara srri di luar Kelurahan Kartoharjo. Kemudian Moden
menyarankan untuk keduanya melakukan isbat nikah atas pernikawinan
sirrinya tersebut, karena adanya alasan tertentu orangtuanya menolak untuk

menisbat nikahkan anaknya tersebut. Jalan yang ditempuh adalah menuju ke
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KUA Kecamatan Nganjuk dan kemudian dinikahkanlah keduanya menurut
agama Islam dan menurut hukum yang berlaku

2. Pasangan suami istri sebelumnya sudah menyiapkan syarat daministrasi
pada KUA Kecamatan Nganjuk dan syarat dalam melaksanakan perkawinan
pada KUA Kecamatan Nganjuk. Pada pelakasanaan pernikahan pada KUA
Kecamatan Nganjuk ini telah diketahui banyak orang, tetapi tidak
mengundang orang umum untuk memeriahkan perkawinannya tersebut,
hanya orang-orang terdekat dan keluarga saja yang datang untuk mengikuti
proses perkawinannya tersebut. Sedangkan pada pernikawinan sirri yang
sebelumnya, tidak ada seorangpun yang mengetahui, kecuali orang-orang
yang bersangkutan pada perkawinan sirrinya tersebut.

3. Khutbah nikah oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab, kemudian
pelaksanaan ijab dan qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari
suami kepada istrinya.

4. Dalam acara perkawinan ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh
penghulu dan yang terakhir adalah makan bersama di KUA tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-Nikah Di KUA

Kecamatan Nganjuk

Dalam kasus Ibu Utami dan Bapak Abdul ini, alasan mereka
melakukan tajdid al-nikah adalah bertujuan untuk melegalkan pernikahan

mereka dimata Negara dan sebenarnya mereka sudah berusaha melakukan
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beberapa prosedur untuk bisa menikah seperti pada umumnya tetapi tidak bisa
karena persoalan kedua orangtuanya. Kemudian dilakukanlah nikah sirri dan di

tajdid-kan di KUA Kecamatan Nganjuk.

Melihat dari kasus tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya tajdid al-

nikah adalah sebagai berikut:'

1. Ingin memiliki buku akta nikah
2. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang sah sesuai dengan
ketentuan dari Negara
3. Anaknya nanti bisa mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara, kalau
anak itu benar-benar anak dari suami istri tersebut
4. Mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan
Menganalisis kasus ini menggunakan hukum Islam harus diakui tidak
mudah. Hal ini karena persoalan tajdid al-nikah tampaknya tidak umum di
dalam khazanah hukum Islam sehingga hukum dan ketentuan tajdid al-nikah
tidak ditemui dalam Al-qur’an maupun Al-sunnah.
Lebih menarik lagi persoalan ini sangat tidak umum atau kata lain
sangat sulit ditemui pembahasannya di dalam kitab fikih yang menjadi acuan
utama seperti A/-figh Al-madzahib Al-arba’ah, Fikih Islam Wa Adhilatuhu dan

juga menurut pendapat MUI belum penulis temukan secara jelas tentang fajdid

' Abdurrahim, Wawancara, Kelurahan Kartoharjo tanggal 02 Maret 2017.
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al-nikah. Penulis hanya menemukan pembahasan ini pada beberapa buku atau
kitab salah satunya adalah Al-anwar. Karenanya dalam analisis ini, persoalan ini
akan dilihat menggunakan pendapat fikih yang ada yaitu salah satu pendapatnya
ulama madzab Syafi’i yaitu Ibnu Hajar al-Asqalany, dan juga menggunakan
perspektif maslahah.

Jika merujuk pada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalany dalam kitab Fathul
Barri yang menyatakan bahwa menurut Jumhur ulama bahwa tajdid al-nikah
tidak merusak akad pertama. Beliau menambahkan bahwa “Aku mengatakan:
“Yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad
lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat
Jumhur ulama”.*

Dalam tajdid al-nikah ini dilakukan sebagai lambang bahwa keduanya
telah melaksanakan pernikahan atau bukti bahwa keduanya telah sah menjadi
suami istri. 7ajdid al-nikah ini dilakukan karena harus memenuhi syarat yang
ada pada Undang-undang, maka dilakukan tajdid al-nikah, dalam hal ini sesuai
dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

aipal 1380 clghnall 0 (2 Gl (e 588 Telag Y Sleins Lugils i 4158015 G OB
aales

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat
hal-hal musyabbihat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan

* Ratna Ayu Anggraini, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid al Nikah: Studi Kasus Desa Pandean
Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo’.
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manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah
membersihkan agama dan kehormatannya (H.R. Bukhari).?

Dapat disimpulkan bahwa tajdid al-nikah ini adalah boleh dan tidak
mengakibatkan fasakh akad pertama. lebih jauh jika meninjau kasus ini ada
keperluan yang sangat mendesak dari ibu Utami dan pasangannya karena
mereka sedang mengusahakan upaya legalisasi pernikahan mereka dimata
Negara. Sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya pernikahan ini
sebenarnya sudah di usahakan melalui prosedur yang seharusnya, akan tetapi
karena orangtua tidak bisa menjadi wali, maka kemudian mereka melakukan
nikah sirri terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan tajdid al-nikah di
KUA.

Dari sini maka penulis melihat bahwa persoalan ini bisa juga di dekati
dengan menggunakan mas/ahah. Sebagaimana dipaparkan pada bab 2, mas/ahah
adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu
hukum Islam.* Kasus ini bisa ditetapkan sebagai kasus yang mencoba mencapai
maslahah. Untuk meyakinkan pembaca bahwa ini sesuai dengan mas/ahah,
adalah:

1. Maslahah yang ditarget oleh kedua pasangan adalah legalisasi
2. Karena maslahah karena tidak ada di nash

3. Karena adanya keperluan yang signifikan

3 Ahmad, Zaidun, Ringkasan Hadlits Shahih Al-Bukhari, 29.
* Chaerul Umam dkk, Ushul figih 1, 135.
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Karena jika tidak dilegalisasi maka akan berbahaya bagi masa depan
kedua pasangan itu. Nikah yang tidak diakui Negara akan mengakibatkan:

1. Tidak ada pengakuan atau kejelasan status istri dan anak-anaknya di mata
hukum yang ada di Indonesia

2. Istri tidak dapat menuntut suami di Pengadilan, apabila suami tidak
memberikan nafkah baik lahir amaupun batin

3. Anaknya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya saja

4. Sulit mendapatkan akta kelahiran (anaknya tidak bisa mendaftar sekolah)

Karena kebutuhan dari pasangan terhadap legalisasi itu jelas dan
bahaya akan kemungkinan dampak negatif apabila pernikahan itu tidak di zajdid
pada KUA. Demi legalisasi juga jelas, maka /aa diroro wala diroro (tidak boleh
membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad nikah yang kedua itu
diperbolehkan, terutama dalam hal ini menyangkut legalitas akad nikah.
Menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah yang kedua tidak wajib
menggunakan mahar. Akad kedua juga tidak mengurangi jatah talak atau

hitungan talak suami.



